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TENTA1TG

PEMBERIAN IZIII OPERASIONAL
TIITGKAT SATUAIV PEXDIDIKAN ANAK USIA DIIU IPAUD}

KELOMPOK BTRITIAItr {I(B} TRI KUSUMA DESA TRI IYIARTAIYI
KECAMATAIT SUIYGAI LOBAil TTABUPATEN TAIYAII BUMBU

Menimbang : a.

Mengingat

b.

c.

BT'PATI TAITAH BIIMBU,

bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Satuan PAUD
Layanan KB Tri Kusuma Nomor 421 .1 / A7*KB /TK/VII / 2OlS
Tanggal 2O Juli 2018;

bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 42t.1 / l4ZO-
MS/VII/Disdikbud /2018 Tanggal 24 Juli 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pemberian Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (pAUD)
Kelompok Bermain tKB) Tri Kusuma Desa Tri Martani Kecamatan
Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

undang-undang Nomor 2 Tahun tggg tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19gg
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851;

undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di provinsi
Kalimantan selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Taxtbahan Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor a265);

undang-undang Nomor 20 rahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371, sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2aa4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8afl;
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14.

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AI1- Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa9fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagran
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aft7l;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib
Belajar (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (l"embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O10 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 22lJ;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor A6A N /2OO2
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2OL4 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor l279l;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2ol7 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008
Nomor 2O);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2O Tahun
2Ol1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2OO7 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu (L,embaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 20ll Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Nomor 19);
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16.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KETMPAT :

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan

Ditetapkan di : Batulicin
Padatanggal : J I JUL 2018

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Thgas, Fungsi dan Susunan
organisasi Perangkat Daerah {Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2Ot6 Nomor 29);

18. Peraturan Bupati ranah Bumbu Nomor 4 Tahun 2otr tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Dokumen Perizinan dan Non Penzinan Pada Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2Ol7 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) TRI
KUSUMA DESA TRI MARTANI KECAMATAN SUNGAI LOBAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Pemberian lz;rn Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kelompok Bermain (KB) Tri Kusuma Desa Tri Martani Kecamatan
Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar
mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-
hal sebagai berikut:
1. wdib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga

pendidik, tenaga kependidikan serta sara.na prasarana yang selalu
diperlukan dalam proses pendidikan dan pembetajar€Ln,

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan
kurikulum yang berlaku,

3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai
kebutuhan.

lzir: operasional Pendidikan Anak usia Dini {PAUD) Kelompok
Bermain (KB) Tri Kusuma berlaku selama pendidikan anak usia dini
masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan
ketentuan undang-undang yang berlaku.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat
keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

tama Muda
97603A2 1994t2 7 0A2

Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAI{AH BUMBU
NoMoR 185.5/ 15 ISK-PAUDIZALB
TENTANG
PEMBERIAI{ IZIN OPERASIONAL
TINGI(AT SATUAN PEIIIDIDIKAII
ANAI( USrA DrNr {PArrDl KELOMPOK
BER*IArN (KBl TRr XUSUMA DESA
TRI MAR'TAITI KEICAIIIATAN SU1TGAI

BAIT KABUPATEN TAITAII BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO NAMA LEMBAGA
NOMOR

STATISTIK
LEMBAGA

NOMOR
INDUK

LEMBAGA
ALAMAT KECAMATAN

1 KB TRI KUSUMA 002151 102036 010254
Jalan Sebamban III Blok D

RT. 06 RW. 03 Desa Tri
Martani

Sungai Loban

{#
(k Utama Muda

9760302 t994t2


